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Ungkapan Pribadi: 

Orang yang kita temui mungkin akan melupakan kita, 

ucapan kita, dan apa yang kita perbuat. Tapi mereka 

tidak akan melupakan kesan yang kita tinggalkan untuk 

mereka, maka tinggalkanlah kesan yang baik, 

dimanapun kita berada. Karena kita tidak akan pernah 

tau, perbuatan yang kita anggap kecil dapat bermanfaat 

besar bagi orang lain. Maka jadilah baik sampai akhir, 

jadilah pribadi yang memiliki Sillage terbaik di hidup 

orang. 

 

 

 

 

 

 

 

Motto: 

To your lowest and breaking point, 

Bounce back like bamboo 

Bend, but don’t break 
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ABSTRAKSI 

 

Nama   : Shafina Nahda Ilmiyah 

NIM   : 202010110311430 

Judul  : Pengaturan Pelaksanaan Eksekusi Mati Pada Terpidana 

  Mati yang  

  Memiliki Kepastian Hukum 

Pembimbing  : Ratri Novita Erdianti S.H., M.H  

     Shinta Ayu Purnamawati S.H., M.H  

 

Di Indonesia hukuman pidana mati menjadi menjadi sanksi yang paling berat 

diantara sanksi yang lain hingga menimbulkan pro dan kontra karena dalam proses masa 

tunggunya tidak memiliki kepastian hukum. Terpidana yang dijatuhi hukuman mati 

sehingga menunggu hingga belasan tahun untuk dieksekusi. Lantas faktor apasajakah 

yang menghambat lamanhya proses pelaksanaan eksekusi pidana mati dan kemudian 

bagaimanakah upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. 

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitis dengan mengkaji secara 

sistematis dengan memaparkan fakta hukum dan peraturan tentang masa tunggu eksekusi 

pidana mati. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan 

menghasilkan jawaban terkait dengan faktor yang menghambat lamanya proses 

pelaksanaan eksekusi mati terhadap terpidana mati diantaranya terkait biayanya yang 

tidak sedikit, proses administrasi yang rumit, pemenuhan hak-hak terpidana seperti hal 

nya permohonan untuk penundaan eksekusi mati terhadap terpidana, serta putusan MK 

Nomor 2-3 PUU-V/2007 menyebutkam bahwa semua putusan pidana mati yang telah 

memiliki kekuatan hukum tetap segera dilakukan. Frasa segera dalam hal ini 

mengakibatkan kerancuan dalam penafsiran karena tidak spesifik menyebutkan batas 

waktu pelaksanaan eksekusi mati terhadap terpidana mati. Dengan demikian maka sudah 

seharusnya penegak hukum membuat peraturan yang pasti dan tegas dalam mengatur 

jangka waktu eksekusi hukuman mati terhadap terpidana mati agar dengan tegas dan 

tercapai rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Selain itu aparat penegak 

hukum khususnya Polisi, Jaksa, Hakim diharapkan membangun mekanisme yang baik 

dalam meningkatkan Kerjasama di bidang hukum sehingga dapat komunikasi yang baik 

untuk menciptakan tertib hukum di Indonesia. 

 

Kata Kunci : Pidana Mati, Masa Tunggu, Kepastian Hukum  
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ABSTRACT 

 

Name   : Shafina Nahda Ilmiyah 

NIM   : 202010110311430 

Title  : Pengaturan Pelaksanaan Eksekusi Mati Pada Terpidana Mati yang  

  Memiliki Kepastian Hukum 

Mentor : Ratri Novita Erdianti S.H., M.H  

     Shinta Ayu Purnamawati S.H., M.H  

 

  

 

 In Indonesia, the death penalty is the most severe sanction among other 

sanctions, giving rise to pros and cons because the waiting period does not have legal 

certainty. Convicts sentenced to death wait up to a dozen years to be executed. So what 

are the factors that hinder the process of implementing the death penalty execution and 

what efforts should the government make to overcome this? This research uses analytical 

descriptive research with systematic analysis by explaining legal facts and regulations 

regarding the waiting period for the execution of the death penalty. This research was 

prepared using normative juridical methods by producing answers related to factors that 

hinder the length of the execution process for death row inmates, including the relatively 

high costs, complicated administrative processes, providing the rights of convicts such as 

requests to postpone the execution of convicts. , as well as the Constitutional Court's 

decision Number 2-3 PUU-V/2007 stating that all death sentences which have legal force 
remain immediately carried out. The phrase immediately in this case causes confusion in 

interpretation because it does not specifically mention the time limit for execution of 

death row convicts. Thus, law enforcers should make definite and firm regulations in 

regulating the period of death sentences for death row inmates so that a sense of justice, 

certainty and benefit of the law is firmly achieved. Apart from that, law enforcement 

officials, especially police, prosecutors and judges, are expected to build good 

mechanisms to increase cooperation in the legal sector so that there can be good 

communication to create legal order in Indonesia. 

 

Keywords : Death Penalty, Waiting Period, Legal Certainity 
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